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 Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi 
Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 
237/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BWI. yang membahas pertama, bagaimana pertimbangan 
hukum hakim dalam putusan Nomor 237/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BWI tentang 
pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan Bagaimana Tinjauan hukum 
pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi tentang 
pencabulan yang dilakukan oleh anak bawah umur ? 
 Data yang di perlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 
dokumentasi. Setlah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode 
deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang 
khusus dan di analisis menurut hukum pidana islam 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan 
Nomor 237/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BWI adalah memperhatikan umur terdakwa yang 
masih terhitung di bawah umur dan berat ringanya hukuman yakni hal yang memberatkan 
perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan susila, perbuatan terdakwa 
meresahkan masyarakat, hal yang meringankan Terdakwa mengakui perbuatanya 
Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa masih anak anak dan masih bisa di 
harapkan untuk berkelakuan baik. Jika ditinjau dari asas legalitas hukuman yang di 
jatuhkan kurang memberatkan. Tetapi jika di tinjau dari sisi lain hukuman itu bersifat 
mendidik cukup menjerakan dan mencegah untuk pelaku yang masih di bawah umur. 
Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri banyuwangi 
Nomor 237/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BWI tentang pencabulan yang di lakukan oleh anak 
di bawah umur di kategorikan sebagai jarimah zina ghoiru muhshan, pada jarimah zina 
ghairu muhshan ini diancam denga hukuman dera sebanyak 100 kali dan pengasingan 
selama 1 tahun. Hal ini sesuai dengan tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa Agus 
Solihin Bin Sahin ia belum terikat perkawinan dan berstatus lajang. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya aparat penegak hukum, 
terutama para hakim agar menegakan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan 
dengan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek sesuai dengan nilai-nilai keadian dan 
juga di harapkan bisa mempertimbangkan lagi dalam memutus perkara dan memberikan 
sanksi kepada terdakwa agar tidak menguntungkan atau meringankan terdakwa. 
 





































Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, dengan segala nikmat, taufik, 
karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada pahlawan revolusioner, 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari 
zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan cahaya Islam.  
Atas ridha Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pencabulan Anak Di Bawah 
Umur Dalam Putusan Nomor 237/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BWI” sebagai salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah dan 
Hukum, Jurusan Hukum Publik Islam, Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas 
Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. 
Banyak faktor yang mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, 
salah satunya adalah faktor dukungan atau semangat moril dan materil berupa 
bimbingan, saran, dan perhatian yang luar biasa. Untuk itu, izinkan penulis untuk 
menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D selaku  Rektor Universitas 
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Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 
Surabaya sekaligus pembimbing. 
4. Bapak Suyikno, S.Ag., M.Ag selaku sekertaris Jurusan Hukum Publik Islam 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 
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5. Bapak Nafi Mubarok, M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 
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6. Bapak Moh. Hatta, M.HI., selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 
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7. Untuk kedua orang tua yang tulus mendoakan serta memberikan dukungan 
moral dan materil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
8. Untuk Sahabat Seperjuangan HPI-C yang tak bisa penulis sebutkan satu 
persatu namanya. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini. 
Dengan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa penelitian ini masih 
memiliki banyak kekurangan sehingga masih butuh untuk disempurnakan. 
Namun, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat 
bagi semua pihak yang membaca, khususnya bagi mahasiswa Prodi Hukum 
Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 
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 Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis 
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. 
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai 
berikut : 
A. Konsonan 










































































Sumber : Kate L. Turabian. A Manual of Writers of Term Papers, Disertations 
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987). 
 
B. Vokal 
1. Vokal Tunggal (monoftong) 
Tanda dan Huruf Arab Nama Indonesia 
ﹷ Fath}ah a 









































Catatan : Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika 
hamzah berh}arakat sukun atau didahului oleh huruf yang berh}arakat 
sukun. Contoh : Wad’ī (يعضو)  










َْ ى ْو  





a dan y 
a dan w 
Contoh : ghayir (رِيغ) 
3. Vokal Panjang (mad) 








  َْى 
 ْيِى 
 ْو ُى 
Fath}ah dan alif 
Kasrah dan ya’ 




a dan garis di atas 
i dan garis di atas 
u dan garis di atas 
Contoh : al-jama@’ah (ةعاملجا) 
    : sharī’ah (ةعيرش) 
    :  Qānūn (نوناق) 
B. Ta@’ Marbu@t{ah 
Transliterasi untuk ta@’ marbu@t}ah ada dua : 
1. Jika hidup (menjadi mud}a@f) transliterasinya adalah t. 
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h. 
Contoh : shari@’at al-Islam (ملاسلاارةعيرش) 



































    : shari@’ah isla@mi@yah (ةيملاسإرةعيرش)     
 
C. Penulisan Huruf Kapital 
Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau 
kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan 
penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter) untuk nama 
diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar. 
 
 
      
 



































Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas 
dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skipsi ini dapat di 
rampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa 
bangga dan bersyukur skripsi ini saya persembahkan : 
1. Teruntuk Allah SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka 
skripsi ini dapat dinuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak 
terhingga pada Allah penguasa semesta alam yang meridhoi dan 
mengabulkan segala do’a. 
2. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Tarkun dan Ibu Rusipah yang telah 
memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti 
untuk kesuksesan saya. ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup 
untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan 
bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku 
3. Teruntuk bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang 
selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun 
dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada 
ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak bapak 
dan ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati. 
4. Teruntuk saudara saya, Ninik Listiawati dan Muhammad Abdul Syukur 
yang senantiasa memberikan dukungan semangat, dan do’a nya untuk 
keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang 
menggebu, terima kasih atas segala yang telah di berikan selama ini.  




































A. Latar Belakang 
Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan 
dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan 
adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut 
dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada 
dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik 
yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, 
menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat 
genital orang dewasa kepada anak.
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Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus 
kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri dari luar 
perkawinan. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu 
segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang 
keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi. Di Indonesia pencabulan 
mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, salah satunya diatur dalam kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata: KUHP, KUHAP, 
KUHPdt. 
                                                                   
1
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya 
Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor, Politeia, 1988), 212. 



































Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang 
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan anak, yang dimaksud dengan 
anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah 
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.
2
 
Hukum Positif Indonesia telah mengatur mengenai ancaman tindak pidana 
pencabulan terhadap anak. Aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang 
Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak serta pada KUHP. 
Di dalam KUHP, tindak pidana pencabulan anak diatur dalam pasal 290 
ayat 2 yang berbunyi “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar 
perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya 
belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya 
untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
Sedangkan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak 
sebagai berikut: 
1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau 
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
                                                                   
2
  Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakara: Bumi Aksara,2007), 106. 



































Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
denganya atau dengan orang lain.
3
 
Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena 
menurut penulis kasus ini merupakan kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh 
anak seusia. Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu hakim 
dalam memutus terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan. Dalam Undang-
Undang dijelaskan bahwasanya hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan 
yaitu minimal 3 (tiga) tahun maksimal 15 (lima belas) tahun. Di sini hakim 
dalam memutus suatu perkara tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
yang telah ada. Pertimbangan yang di gunakan aparat penegak hukum untuk 
menyelesaikan kasus kejahatan seksual sering kali bukan berdasarkan 
kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan 
pertimbangan pertimbangan sebagai berikut : 
1. Demi alasan ketertiban umum 
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, 
tokoh masyarakat setempat. 
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas. 
                                                                   
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 



































Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal 
bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supermasi hukum benar-
benar di tegakan dan terciptaketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan 
memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan 
mengulangi perbuatanya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak 
pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.
4
 
Dalam konteks hukum pidana islam tindak pidana sering juga disebut 
dengan istilah jari>mah. Menurut hukum pidana islam tindak pidana adalah 
perbuatan perbuatan yang terlarang menurut syara’ yang pelakunya diancam 
dengan pidana h}ud>ud atau ta’zir, qis>{as}, dera dan potong tangan. 
Dalam alquran tidak di jelaskan mengenai pencabulan yang telah dijelaskan 
larangan zina dan hukumanya. Pelaku zina yang sudah menikah atau pezina 
muh}s}an yaitu merajam sampai mati, sedangkan pezina ghayru muh}s}an yakni di 
jilid atau hukum sebanyak 100 kali cambukan dan di asingkan 1 tahun. 
 Larangan zina telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An nur ayat 2 : 
 دِح ََٰو َّلُك ْاوُدِلۡجٱَف نِاَّزلٱَو ُةَِيناَّزلٱاَمُه
ۡ ن ِّم  َةَْئاِم ةَد
ۡ






َأر  ِف  ِنيِد  َنوُنِمۡؤ ُت ۡمُتنُك نِإ َِّللَّٱ






لٱَو َِّللَّٱِب َن ِّم  َينِنِمۡؤُم
ۡ
لٱ٢  
Artinya Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 




                                                                   
4
 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM 
Press, 2008), 21. 
5
 Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 144. 



































Hukum pidana islam memandang bahwa suatu perbuatan baru di anggap 
sebagai tindak pidana apabila unsur unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur umum 
jari>mah ada tiga macam yaitu 
1. Hendaknya ada nash yang mengancam tindak pidana yang dapat 
menghukuminya, ini yang di namakan dalam perundang undangan kita 
dengan istilah unsur formil.
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2. Melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan 
melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Ini yang kita 
namakan dalam perundang undangan kita dengan istilah unsur materil. 
3. Hendaknya pelaku pidana kejahatan itu mukalaf atau bertanggung jawab 
atas tindakan pidana itu. Ini yang dinamakan dalam perundang-undangan 
kita dentan istilah unsur moril.
7
 
Dalam hukum pidana islam, hukuman untuk pelaku jari>mah pencabulan 
tidak di terangkan secara pasti. Namun jarimah cabul termasuk jari>mah ta’zir. 




Dalam hal ini ta’zir tersebut berkaitan dengan kejahatan terhadap 
kehormatan dan kerusakan akhlak. Masuk kedalam ta’zir karena perzinaan yang 
tidak memenuhi syarat untuk di kenakan hukuman had, demikian pula kasus 
percobaan zina dan perbuatan pra zina seperti meraba raba buah dada, berpelukan 
                                                                   
6
 M.Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2006), 93. 
7
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 256. 
8
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Asillatuhu,( Jakarta: Gema Insani, 2011),315. 



































dengan wanita bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan lain 
sebagainya. Hal tersebut termasuk pecabulan.
9
 
Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis permasalahan 
tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pandangan hakim 
dalam memutus perkara tersebut dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam 
terhadap sanksi pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 
237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak di 
bawah umur. 
 
B.  Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor 237/Pid.sus-   
anak/2014/PN. Bwi tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap 
anak. 
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi 
tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. 
3. Batasan usia anak yang dianggap cakap untuk bertindak hukum sendiri dalam 
hukum Islam dan hukum positif 
4. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh 
anak terhadap anak 
5. Sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak menurut hukum 
positif dan hukum Islam. Untuk menghasilkan penelitian yang terfokus pada 
judul, maka penulis menfokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam 
                                                                   
9
 Juhaya S praja dan Ahmad Syaihabuddin, Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia, 
(Bandung: Angkasa, 1993), 81. 



































putusan Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi tentang pencabulan yang 
dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur. Tinjauan Hukum pidana 
Islam terhadap putusan hakim Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi 
tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 237/Pid.sus-
anak/2014/PN. Bwi tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap 
anak di bawah umur? 
2. Bagaimana Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 
237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak 
terhadap anak di bawah umur? 
 
D. Tinjuan Pustaka 
Upaya penelitian tindak pidana pencabulan ini dilakukan dengan cara 
menganalisis tindak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi 
dengan Nomor Perkara 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi tentang pencabulan 
dalam prespektif Hukum pidana Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam 
penulisan Skripsi ini selain menggunakan berkas-berkas perkara yang terdapat di 
Pengadilan Negeri Banyuwangi serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah 
pencabulan sebagai bahan rujukan, penulis juga menggunakan hasil karya ilmiah 



































(skripsi) yang sudah pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Pembahasan 
tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya : 
1. “Putusan No 50 50/PID.SUS/2013/PN.SKA, Tentang Analisis hukum 
pidana Islam terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak 
pidana pencabulan yang ditulis Qonita Nuril Ula jurusan HPI (Hukum public 
islam), Tahun 2016. Dari studi kasusnya pencabulan dilakukan oleh anak 
berumur 17 (tujuh belas) tahun terhadap korban yang berumur 5 (lima) 
tahun, dalam melancarkan aksinya terdakwah membujuk korban dengan 
memberikan uang 1.000,- (seribu) lalu terdakwa membawa ke dalam kamar 
mandi kos dekat rumah terdakwa. Kesimpulannya yakni hukuman yang 
diberikan kepada terdakwah tidak setimpal dengan yang telah diperbuatnya 
dikarenakan kejadian tersebut membuat psikis korban terganggu. 
2. Tinjauan Hukum pidana Islam terhadap kejahatan pencabulan oleh pelaku 
difabel: Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 
19/PID.SUS/2013/PN.Ngw. Skripsi ini ditulis oleh Sofi Ariani jurusan HPI 
(hukum public islam), tahun 2016. Dari studi kasusnya pencabulan 
dilakukan oleh anak berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhadap korban 
yang berumur 3 (tiga) tahun, dalam melancarkan aksinya terdakwah 
membujuk korban dengan memberikan uang 2.000,- (seribu) lalu terdakwa 
membujuk korban masuk dalam kamar terdakwa. Kesimpulannya yakni 
hukuman yang diberikan kepada terdakwah tidak setimpal dengan yang 
telah diperbuatnya dikarenakan kejadian tersebut membuat psikis korban 
terganggu. 



































Sedangkan pada kasus yang penulis akan bahas dalam skripsi berjudul 
“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pencabulan anak di bawah umur 
dalam Putusan Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi tentang pencabulan yang 
dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur”, yang menjadi pokok 
pembahasan dalam skripsi ini adalah pencabulan yang dilakukan oleh anak 
berumur 15 (lima belas) tahun terhadap anak berusia 15 (lima belas) tahun, 
mereka melakukan hubungan suami istri dengan dasar merayu pacarnya dengan 
ancaman jika tidak mau di setubuhi akan di putuskan sebagai pacar, Yang 
membedakan skripsi inidengan skripsi-skripsi di atas yakni pada kasus dan 
hukumannya. 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk : 
1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 237/Pid.sus-
anak/2014/PN. Bwi tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap 
anak. 
2. Mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 
237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi tentang pencabulan yang dilakukan oleh 
anak terhadap anak. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Penelitian ini disamping berguna secara pribadi, yakni sebagai sarana 
untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh juga diharapkan berguna : 
 



































1. Dari segi teoritis 
Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah kepustakaan 
mahasiswa khususnya dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada 
umumnya. 
2. Dari segi praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara pidana khususnya pidana pencabulan dalam sistem apapun 
yang ada pada pasal 81 dan 82 Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002. 
 
G. Definisi Oprasional 
 Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini 
dan untuk memudahkan salam menelaah skripsi ini, maka penulis akan 
memperjelas maksud dari judul skripsi ini, yaitu : 
 Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi 
Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 237/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Bwi. untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi 
kesalahpahaman serta menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman 
mengenai skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan dan penjelasan mengenai 
istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penelitian ini. 
1. Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan 
dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu 
perkara atau sengketa antara para pihak. Yang dalam hal ini yang 
dimaksud putusan pengadilan adalah : pernyataan hakim yang diucapkan 



































dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor. 
237/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bwi tentang pencabulan yang dilakukan oleh 
anak di bawah umur.   
2. Hukum Pidana Islam adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir yang 
bersumber dari dalil (nas), baik dari Al-Qur’an maupun Hadist ataupun 
sumber-sumber yang lain.
10
 Suatu perbuatan dinamai jari>mah apabila 
perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik jasad 
anggota badan, jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara 
dan dijungjung tinggi keberadaanya.
11
Mengenai hukuman yang 
ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadist disebut h}ud>ud, qis>{as}, diyat 
sedangkan yang tidak ada nashnya, yaitu: disebut hukuman ta’zir. Dalam 
skripsi ini yang akan ditelaah yakni had perzinaan karena pencabulan 
digolongkan dalam perzinaan menurut hukum Islam. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sebagai sarana yang 
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 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2004), 9. 
11 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2000), 17. 
12 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI PRESS, 2007), 3. 



































Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah putusan Pengadilan 
Negeri Banyuwangi Nomor. 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi yang berkaitan 
dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah 
umur. 
1. Data yang dihimpun 
Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data tentang : 
a. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 237/Pid.sus-           
anak/2014/PN. Bwi yang berkaitan dengan masalah pencabulan 
b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Banyuwangi Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi yang berkaitan dengan 
masalah pencabulan 
c. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Banyuwangi Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi yang berkaitan dengan 
masalah pencabulan. 
d. Data tentang tindak pidana zina. 
2. Sumber data 
Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :  
a. Sumber primer, yaitu : sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat 
mengikat, meliputi peraturan perundang undangan, putusan hakim.
13
 
Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 237/Pid.susanak/2014/PN. 
Bwi tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. 
                                                                   
13 Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 52. 



































b. Sumber sekunder, yaitu sumber data yang di peroleh melalui bahan pustaka 
yang memberi penjelasan terhadap sumber primair.
14
 
1) Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: Kharisma 
Ilmu, 2007). 
2) Abdul Rahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta:  PT Rineka 
Cipta, 1992). 
3) Ahmad, Muslich Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 
4) Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997). 
5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
6) M. Nurul Irfan, Fiqih Jinayah, (Jakarta : Amzah, 2013). 
7) Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 
8) Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung:Pustaka 
Setia 2013). 
9) R. Soesilo. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar 
Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal. (Bogor: Politea:1996). 
10) Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (bandung: CV Pustaka Setia, 
2000). 
11) Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam,Surabaya: (Uin Sunan Ampel 
Press,  2014). 
12) Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif 
pembaharuan, (Malang:UMM Press, 2008). 
                                                                   
14 Zainuddin Ali, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23. 



































13) Topo Santoso, Asas Asas Hukum Pidana Islam,  (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2016). 
14) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. 
15) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Asillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 
2011). 
16) Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 
3. Teknik pengumpulan data 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 
dipergunakan teknik sebagai berikut : 
a. Studi dokomentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak lansung 
ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan 
melaui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan putusan digandakan. 
Dokumen ini yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi 
tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam 
putusan Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi.
15
 
a. Studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari 
buku, Undang-Undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan dilakukan 
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215. 
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rieneka Cipta, 
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4. Teknik Pengolahan Data 
a. Editing, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh 
secara cermat baik dari sumber primer atau sekunder, putusan Hakim Nomor. 
237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak 
terhadap anak bawah umur. 
b. Organizing, yaitu menyusun data secara sestematis mengenai tindak pidana 
pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, putusan Hakim Nomor. 
237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi. 
c. Analizing, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman Tindak 
pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak putusan Hakim 
Nomor. 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi menurut hukum Islam. 
5. Teknik analisis data 
Adapun teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan 
menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim tentang perkara 
pencabulan di Pengadilan Negeri Banyuwangi serta menganalisis ancaman 





I.  Sistematika Pembahasan 
Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis 
membuat sistematika pembahasan sebagai berikut : 
                                                                   
17 Consuelo G. Sevella, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), 71. 



































Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. 
Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua membahas tentang konsep hukum pidana islam tentang sanksi 
pencabulan yang di lakukan oleh anak. 
Bab ketiga putusan pengadilan negeri banyuwangi. Bab ini terdiri dari 2 
sub bab. Sub bab pertama tentang profil singkat pengadilan negeri banyuwangi. 
Sub bab kedua putusan pengadilan negeri banyuwangi Nomor 237/Pid.sus-
anak/2014/PN. Bwi. 
Bab keempat merupakan tinjauan hukum pidana Islam terhadap data yang 
berupa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 237/Pid.sus-
anak/2014/PN Bwi. Tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak 
terhadap anak dibawah umur. Memuat hukum Islam tentang hukuman tindak 
pidana pencabulan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 237/Pid.sus-
anak/2014/PN. Bwi. Bab ini mengemukakan analisis dasar hukum tentang 
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam tindak pidana 
pencabulan putusan Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi. Serta nilai 
kesesuaian hukuman tindak pidana pencabulan Pengadilan Negeri Banyuwangi 
Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi. 
Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 
rumusan masalah serta saran. 


































KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI PENCABULAN 
YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK 
 
A. Definisi Zina 
Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan di haramkan. Zina 
termasuk kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosakata 




Para fuqaha (ahli hukum Islam) sepakat mengartikan zina, yaitu 
melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke 
dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas 
dasar syahwat. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam 
mengkualifikasinkan persetubuan yang diharamkan tersebut yang berakibat 
pada hukuman dera atau rajam (had zina) sebagaimana dikemukakan dalam Al-
Qur’an dan Sunah. Beberapa pendapat tersebut di antaranya: 
1. Pendapat mazhab Maliki 
Mazhab Maliki memberikan definisi zina sebagai berikut: Zina adalah 
persetubuan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji 
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manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan 
kesengajaan.”2 
2. Pendapat mazhab Hanafi 
“Zina adalah nama bagi persetubuan yang haram dalam qubul 
(kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan 
ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang dilakukan 
oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut 
bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
3” 
3. Pendapat mazhab Syafi’i 
Mazhab Syafii memberikan definisi zina sebagai berikut. 
“Zina adalah perbuatan lelaki memasukan penisnya ke dalam liang 
vagina wanita lain (bukan isterinya atau budaknya)” tanpa syubhat 
4. Pendapat mazhab Hambali 
“Zina  adalah melakukan perbuatan keji (persetubuan), baik terhadap 
qubul (farji) maupun dubur.”4 
perbuatan itu di sebut zina, jika memenuhi unsur umum dari zina yaitu : 
a. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu seorang laki- 
laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah) 
b. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan 
(seperti anak timba masuk kedalam sumur). 
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6. 
3
 Achmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…,6. 
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 A. Djazuli, fiqih jinayah (jakartaa: grafindo persada.. 1997), 35. 



































Walaupun dari pendapat para ulama’ madzhab berbeda dalam 
mendefinisikan zina tetapi mereka sepakat terhadap unsur yaitu wath’i haram 
dan sengaja atau ada i’tikad jahat. Adapun kadar persetubuhan yang dianggap 
zina adalah wath’i haram yaitu maksudnya kelamin laki-laki  ke dalam faraj 
wanita, misalnya sebagaimana masuknya anak timba kedalam sumur, meskipun 
masuknya hanya sedikit saja, maka sudah digolongkan pada pengertian 
persetubuhan. 
Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang 
diharakan dan disengaja oleh pelakunya.
5
 Mengenai kekejian Jari>mah zina ini, 
Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar 
yang paling keji, tidak satu agama pun menghalalkanya. Oleh sebab itu sanksinya 
juga berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.  
Menurut Neng Djubaedah dalam bukunya, zina adalah hubungan seksual 
yang dilakukan oleh seorang laki laki dengan seorang perempuan yang tidak 
terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah islam, atas dasar suka sama 
suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para 
pelaku zina yang bersangkutan.
6
 
Zina secara harfiah berarti fahishyah, yaitu perbuatan keji. Zina berarti  
hubungan kelamin diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang 
satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli 
hukum) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti 
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 M.Nurul Irfan, Musyarofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 18. 
6 Neng Djubaedah, Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta Timur: 
Penada Media,2003), 145. 



































memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan 
haram, bukan karena syubhat dan atas dasar syahwat.
7
  
Menurut ajaran Islam, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh 
orang laki-laki dan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan 
yang sah, hubungan seksual dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin 
laki-laki kedalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (syubhat) untuk 
mencari kenikmatan tertentu. 
Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina adalah “hubungan seksual antara  
seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat 
dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual  
tersebut”.8 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zina itu merupakan 
perbuatan yang sangat terlarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu 
perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang 
memalukan lainya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat 
mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan 
pembunuhan, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun 
rohani. Oleh karena Al-Qur’an menjelaskan kepada manusia tentang zina ini 
dalam surah Al-Israa’ Ayat 32 : 
 لايِبَس َءىاَسَو ةَشِحََف َناَك ۥُوَّنِإ 
ٰٓۖ
َىَنِّزلٱ ْاُوبَرۡق َت َلََوٖٕ  
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 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 37. 
8
 Abdul Aziz Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van 
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Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. 
 
 
B. Dasar Hukum Zina 
Dasar hukum h}ud>ud  zina di dalam Al Qur’an di antaranya: 
a. QS. Annur ayat 2 : 








لَج َةَْئاِم اَمُه ۡ ن ِّم دِح ََو َّلُك ْاوُدِلۡجٱَف نِاَّزلٱَو ُةَِيناَّزلٱ ۡمُتنُك نِإ َِّللَّ
 َينِنِمۡؤُم
ۡ






لٱَو َِّللَّٱِب َنوُنِمۡؤ ُتٕ  
Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 





b. QS. Annisa ayat 15 
 




َيَ ِتََِّلٱَو ِتوُي ُب
ۡ
لٱ فِ َّنُىوُك
 ليِبَس َُّنَلَ ُ َّللَّٱ َلَع َۡيَ ۡوَأ ُتۡوَم
ۡ
لٱ َّنُه َ ىَّفَو َت َي َ َّتََّحٔ١  
Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, 
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). 
kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah 
mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui 
ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. 
 
 
c.  QS. Al Isra’ ayat 32 
 ليِبَس َءىاَسَو ةَشِحََف َناَك ۥُوَّنِإ 
ٰٓۖ
َىَنِّزلٱ ْاُوبَرۡق َت َلََوٖٕ  
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. 
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d.  QS. An Nur ayat 30-31 
 رُيِبَخ ََّللَّٱ َّنِإ 
ُۡۚۡمَلَ َىَك
ۡ
زَأ َكِل ََذ ۡۚۡمُهَجوُر ُف ْاُوظَف َۡيََو ۡمِِىر ََصَۡبأ ۡنِم ْاوُّضُغ َي َينِنِمۡؤُم
ۡ
ِّلل لُق  َنوُع َنۡصَي َابِٖٓ  ُلقَو
 ُف َن
ۡ




لَو ٰٓۖاَه ۡ نِم َرَهَظ اَم َّلَِإ َّنُه َت َنِيز َنيِدۡب ُي َلََو َّنُهَجوُر
 ُب ِءَىبَاَء ۡوَأ َّنِهِئَىبَاَء ۡوَأ َّنِهِتَلوُع ُِبل َّلَِإ َّنُه َت َنِيز َنيِدۡب ُي َلََو 
ٰٓۖ
َّنِِبِوُيُج َىَلَع َّنِِىرُُمِبِ ۡوَأ َّنِهِئىاَن ۡ َبأ ۡوَأ َّنِهِتَلوُع
 ِءىاَن ۡ َبأ  ۡتَكَلَم اَم ۡوَأ َّنِهِئىاَسِن ۡوَأ َّنِِتِ ََوَخَأ ىِنَِب ۡوَأ َّن
ِِنِ ََوۡخِإ ىِنَِب ۡوَأ َّن
ِِنِ ََوۡخِإ ۡوَأ َّنِهِتَلوُع ُب  َينِعِبََّتلٱ ِوَأ َّنُه ُنََۡيِأ
 ۡوَع َىَلَع ْاوُرَه
ۡ
ظَي َۡلَ َنيِذَّلٱ ِلۡف ِّطلٱ ِوَأ ِلاَِجّرلٱ َنِم َِةبۡر ِ
ۡ
لۡٱ لُِْوأ ِۡيَغ َمَلۡع ُِيل َّنِهِلُجۡرَِبِ َنِۡبرۡضَي َلََو ِٰٓۖءىاَسِّنلٱ ِتََر
 َنوُحِلۡف ُت ۡمُكَّلَعَل َنوُنِمۡؤُم
ۡ
لٱ َوَُّيأ اًعي َِجَ َِّللَّٱ َلَِإ ْاىو ُبُوتَو 
ۡۚ
َّنِهِتَنِيز نِم َينِف
ُۡيُ اَمٖٔ  
Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 
adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: 
"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan 
janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 
kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada 
suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-
putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara 
laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-
putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau 
budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang 
tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang 
belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan 
kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan 





C.  Pengertian Jarimah dan Macam-Macamnya 
Di lihat dari hukum pidana islam kata jari>mah secara bahasa mengandung 
arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa. Secara hafiah ada yang 
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mengatakan sama halnya dengan pengertian jina>yah. Secara istilah jari>mah 
adalah larangan-larangan syara’(melakukan hal-hal yang dilarang dan atau 
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang apabila dikerjakan diancam Allah 
dengan hukuman had atau ta’zir.12 
 Dalam  hukum Islam, kejahatan (jari>mah jina>yah) didefinisikan sebagai 
larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggaranya membawa 
hukuman dan ketentuanNya.
13
 Menurut Imam Mawardi jari>mah (tindak pidana) 
adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau 
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau 
ta’zir.14  
Jari>mah itu memiliki unsur umum dan khusus. Unsur umum jari>mah adalah 
unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jari>mah, sedangkan unsur khusus 
jari>mah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jari>mah tertentu dan 
tidak terdapat pada jari>mah yang lain. 
Unsur umum jari>mah itu, seperti telah dikemukakan di atas, terdiri atas: 
unsur formal yakni telah ada aturanya, telah ada perbuatanya, telah ada 
pelakunya. Setiap jari>mah hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur 
umum diatas. 
Unsur khusus jari>mah adalah unsur yang terdapat pada sesuatu jari>mah, 
namun tidak terdapat pada jarimah lain. Sebagai contoh mengambil harta orang 
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lain secara diam diam dari tempatnya dalam jari>mah pencurian. Atau 
menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainya dalam jari>mah pembunuhan. 
Jari>mah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan 
aspek yang di tonjolkan. Pada umumnya, para ulama’ membagi jari>mah 
berdasarkan aspek berat dan ringanya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya 
oleh Al-Qur’an atau Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga 
macam, yaitu : 
1. Jari>mah h}ud>ud 
Jari>mah h}ud>ud  menurut bahasa adalah menahan (menghukum), sedangkan 
menurut istilah h}udud adalah hukuman yang telah ditentukan dalam syariat 




Menurut Abdul Qadir Audah bahwa jari>mah h}ud>ud  adalah jari>mah yang 
dilakukan seseorang atau lebih seorang yang diancam dengan hukuman had yaitu 
hukuman yang sudah di tentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah.16 Dalam 
jari>mah ini tidak ada pilihan hukuman. Sehingga dalam pelaksanaannya, 
hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang terlah terbukti berbuat jari>mah 
kategori kelompok h}ud>ud, akan dijatuhi hukuman sesuai syara’ oleh hakim. 
Maka pemberian sanksi bagi pelaku jarimah ini harus ekstra hati-hati, ketat 
dalam penerapan dan hakim harus terbebas dari syubhat (keraguan) dalam 
penerapanya. 
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Sementara Nawawi Al Batani mendefinisikan h}ud>ud yaitu sanksi yang 
telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu 
pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan 
peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya. 
Jari>mah h}ud>ud adalah suatu pelanggaran dimana hukuman khusus dapat 
diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk di pertimbangkan, baik 
lembaga, badan maupun seseorang. H{ud>ud dibatasi pada hukuman untuk tindak 
pidana yang disebutkan dalam Al Qur’an dan Sunnah. 
Sanksi dalam jari>mah h}ud>ud ditetapkan sebagai hak Allah atau biasa 
disebut had. Oleh sebab itu, apabila tindak pidana terbukti, maka hakim tidak 
dapat mengurangi maupun menambah hukuman yang sudah di tetapkan dalam Al 
Qur’an dan Sunnah. 
jari>mah h}ud>ud lebih lanjut, meliputi:  
a. jari>mah zina 
b. jari>mah qodzaf (menuduh zina)  
c. jari>mah syurb al khamr (meminum minuman keras) 
d. jari>mah sariqoh (pencurian) 
e. jari>mah hirabah (pembegalan atau perampokan) 
f. jari>mah al baghyu (pemberontakan) dan  
d. jarimah riddah (murtad). 
Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa ciri khas jari>mah h}ud>ud 
yaitu : 



































a. Hukuman had tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi karena 
hukumanya yang sudah di tentukan oleh syara’ 
b. Hukuman had tidak dapat di hapuskan oleh perorangan (korban atau keluarga) 
atau masyarakat yang mewakilinya karena hukuman had sepenuhnya adalah 
menjadi hak Allah meski disisi lain terdapat hak manusia, tetap yang 
diutamakan adalah hak Allah. 
 
2. Jari>mah qis>{as dan diyat 
Jari>mah qis>{as adalah jarimah yang berkaitan dengan pembunuhan dan 
melukai anggota badan. Hukuman dalam jari>mah qis>{as berupa pembalasan yang 
setimpal (seperti nyawa di balas dengan nyawa, mata di balas dengan mata) dan 
diyat (kompensasi uang /nilai). 
Menurut Al Jurjani qis>{as yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi 
hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku 
tersebut (terhadap korban). 
Dalam fiqh jinayah, sanksi qis>{as ada dua macam, yaitu  
a. Qis>{as karena melakukan jarimah pembunuhan. 
b. Qis>{as karena melakukan jarimah penganiayaan. 
Tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi qis>{as. 
Setiap sesuatunya harus diteliti secara mandalam mengenai motifasi, cara, factor 
pendorong, dan teknis ketika melakukan jari>mah pembunuhan ini. 



































Ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa qis>{as itu diwajibkan untuk 
menjamin kelangsungan hidup seseorang sebagaimana dalam surah Al Baqarah 























ُعاَِّبتٱَف ءۡيَش ِويِخَأ ۡنِم ُۥوَل َيِفُع  ِنَمَف ۗةَۡحَۡرَو ۡمُكِّبَّر ن ِّم فيِف
َۡتَ




لۡٱ لُِْو ََىيَ ةَو َيَح ِصاَصِق
ۡ
لٱ فِ ۡمُكَلَؤ٧١  
Artinya 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 
barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang 
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. 




Artinya 179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. 
 
Jari>mah qis>{as meliputi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi 
sengaja pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukan semi 
sengaja. 
Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa ciri khas jari>mah qis>{as dan 
diyat adalah : 
a. Keduanya merupakan hukuman yang telah di tentukan oleh syara’. Tidak ada 
batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perseorangan (pihak korban 
dan walinya), berbeda dengan hukuman had yang merupakan hak Allah 
semata. 
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b. Hukuman qis>{as dan diyat merupakan hak manusia maka hukuman ini bisa 
dimaafkan atau digugurkan oleh korban maupun keluarganya. 
3. Jari>mah ta’zir 
Jari>mah ta’zir adalah jarimah atau tindak kejahatan yang diancam dengan 
hukuman ta’zir. Ta’zir menurut bahasa artinya mencegah. Sedangkan menurut 
istilah fiqih ta’zir adalah memberikan pelajaran dan pendidikan.18 
Menurut Imam Al Mawardi, ta’zir adalah hukuman bagi tindak pidana 
yang belum ditentukan hukumanya oleh syara’ yang bersifat mendidik. Namun 
demikian, jenis dan jari>mah hukuman serta penerapanya diserahkan kepada Ulil 
Amri, dalam hal ini adalah hakim. Jadi, ta’zir adalah hukuman yang belum ada 
ketetapanya dalam syara’ dan berguna untuk mencegah terjadinya tindak 
kejahatan dimasa yang akan datang. Jari>mah ta’zir yaitu jari>mah yang ditetapkan 
dengan satu sanksi atau lebih sebagai hukuman moral atau pengajaran. 
Dapat disimpulkan dari penertian diatas bahwa ciri khas ta’zir yaitu : 
a. Hukumanya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum 
di tentukan oleh syara’ tetapi ada batas maksimal dan minimalnya. 
b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (hakim) 
c. Suatu perbuatan akan dikenai hukuman, jika tergolong jari>mah ta’zir: 
melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang mmbahayakan kepetingan 
umum, melakukan pelanggaran. 
Jari>mah zina termasuk dalam jari>mah h}ud>ud, jari>mah h}ud>ud adalah jari>mah yang 
diancam dengan hukuman had. Had atau h}ud>ud mencakup seluruh atau semua 
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jari>mah, baik h}ud>ud sendiri, qis>{as maupun diyat, karena hukuman pada 
keseluruhanya itu telah ditentukan secara syara’.19 Zina dapat dibuktikan baik 
dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal terdapat pengakuan, 
menurut Syafi’i dan Maliki, bila pelakunya dewasa dan berakal  yang mengakui 
perbuatnya itu, maka hukuman harus di jatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad, dan 
Syiah Imamiah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali 
pengakuan pelaku di ulang-ulang sebanyak empat kali.
20
 
Unsur-Unsur Jari>mah Zina 
Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, sekalipun terdapat 
perbedaan redaksional, namun terdapat persamaan visi.
11
 Para ulama sepakat 
bahwa terdapat dua unsur jarimah zina, yaitu :
21
 
1. Persetubuhan yang diharamkan, dan  
2. Adanya kesengajaan atau ada itikad jahat 
 
1. Persetubuhan yang diharamkan 
Persetubuhan yang dianggap sebagai zina atau persetubuhan haram 
adalah persetubuhan pada farji wanita bukan istrinya atau hambanya dan 
masuknya zakar tersebut sepertimasuknya ember kedalam sumur dan tetap 
dianggap zina. 
Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (hashafah) telah masuk ke 
dalam farji walaupun sedikit, hal tersebut juga dianggap sebagai zina 
                                                                   
19
 M.Nurul Irfan, Musyarofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 14. 
20
 Topo Santoso, Membumikan Hum Pidana Islam,  (Jakarta: Gema Insani, 2003) 22. 
21
 Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997), 36. 



































walaupun ada penghalang antara zakar dan kemaluan perempuan, selama 
penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan 
bersenggama. Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai 
zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan 
demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri 
karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap 
sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. 
Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan 
karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya Contohnya, seperti 
menyetubuhi yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa ramadhan. 
Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.22 
Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut  
maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan 
hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan  
hukuman ta’zir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari  
zina. Contohnya seperti mufakhodzah (memasukkan penis di antara dua  
paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di  
luar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan 
pendahuluan dari zina dikenai hukuman ta’zir. Contohnya seperti ciuman 
berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur 
bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang 
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merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus 
dikenai hukuman takzir.23 
Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman 
Allah surah Al Isra ayat 32 yang berbunyi: 
 ليِبَس َءىاَسَو ةَشِحََف َناَك ۥُوَّنِإ 
ٰٓۖ
َىَنِّزلٱ ْاُوبَرۡق َت َلََوٖٕ  
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 






2. Adanya kesengajaan atau adanya iktikad jahat 
Unsur yang kedua dari jari>mah zina adalah adanya niat dari pelaku  
yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan  
suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang  
disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, 
apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak 
tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut haram maka ia tidak dikenai 
hukuman had.25 
D.  Sanksi, Macam-Macam Hukuman Zina dan Alat Bukti Zina 
Para imam madzhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang 
besar, yang mewajibkan had atas pelakunya. Hukuman had itu berbeda-beda 
menurut macam perzinahan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang di 
lakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan 
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kadang-kadang dilakukan juga oleh muh}s}an. Seperti orang yag sudah menikah, 
duda, atau janda.
26
 Oleh karena itu, zina ditinjau dari pelakunya, maka dapat di 
kelompokan menjadi dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah 
ia belum berkeluarga (ghayru muh}s}an)  atau  sudah berkeluarga (muh}s}an).27 
a.  Hukuman untuk zina ghayru muh}s}an. 
Zina ghayru muh}s}an adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan 
perempuan yang belum berkeluarga hukuman untuk zina ghayru muh}s}an ini ada 
dua macam, yaitu: 
1)  Dera seratus kali, dan 
2)  Pengasingan selama satu tahun. 
1) Hukuman dera 
Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai 
hukuman dera seratus kali. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam 
Surah Annur ayat 2 dan hadis Nabi saw. 
28
 
Surah Annur ayat 2 : 








لَج َةَْئاِم اَمُه ۡ ن ِّم دِح ََو َّلُك ْاوُدِلۡجٱَف نِاَّزلٱَو ُةَِيناَّزلٱ َنوُنِمۡؤ ُت ۡمُتنُك نِإ َِّللَّ
 َينِنِمۡؤُم
ۡ






لٱَو َِّللَّٱِبٕ  
Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, 
jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
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Hadis Rasulullah saw: 
 َبُع ْنَعَو ِنْب َةَدا الله ىضر ِتَِماّصَلا الله لْوُسَر َلَاق ُوْنَع  ِّنَع اوُذُخ صلى الله عليه وسلم ْدَق َف ِّنَع اوُذُخ
 َلَعَج  الله َْلا َلاْيِبَس َُّنَلَ ٍةَئاِم ُدْلَج ُرْكِب  ُبِّي َّ ثْلاَو ٍةَنَس ُيْف َنَو ِام ُدْلَج ِبِّيَّ ثِبَ ُمْجَرْلاَو ٍةَئ  ُهاَوَر
 ْمِلْسُم 
Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw telah 
bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah 
telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis 
hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.  Sedangkan 
duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan 
oleh Muslim(.30 
 Hadis tersebut diatas menunjukan bahwa kalau si pezina belum pernah 
kawin, maka dia harus di dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. 
Sedangkan jika si pelaku telah menikah, maka dia harus dicambuk seratus kali 
dan dirajam (dilempari batu) sampai mati). Namun sebagian ulama ada yang 
berbeda pendapat bahwa si pezina (muhshan) langsung dirajam sampai mati 
tanpa terlebih dahulu dihukum cambuk seratus kali. Hukuman dera di 
laksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan menggunakan pukulan yang 
sedang sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Di isyaratkan cambuk tersebut 
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harus kering, tidak boleh basah, karena bisa menimbulkan luka. Menurut Imam 
Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila orang yang terhukum laki-laki maka 
bajunya harus dibuka kecuali yang menutupi aurat. Akan tetapi menurut Imam 
Syafi’i dan Imam Ahmad, orang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian. 
Pelaksanaan hukuman dera menurut Imam Malik di lakukan dengan keadaan 
duduk tanpa di pegang atau di ikat, kecuali apabila ia menolak atau melawan. 
Namum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, apabila 
orang yang terhukum itu laki-laki, ia di hukum dengan keadaan berdiri, dan 
apabila perempuan maka hukuman di laksanakan dengan duduk. 
Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah 
ditentukan oleh syara’. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, 




2) Hukuman pengasingan 
Hukuman yang kedua untuk zina muh}s}an adalah hukuman pengasingan 
selama satu tahun. Cara pelaksanaan hukuman pengasingan diperselisihkan 
oleh para fuqoha. 
Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Syi’ah Zaidiyah, 
pengasingan itu pengertianya adalah penahanan atau di penjarakan. Oleh 
karena itu, pelaksanaan hukuman pengasingan itu adalah dengan cara 
menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat 
terjadinya perbuatan zina tersebut. hukuman pengasingan tidak wajib 
                                                                   
31
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, 30. 



































dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi Imam untuk 
menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu 
dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut hukuman pengasingan itu 
bukan hukuman had, melainkan hukuman ta’zir. Jumhur ulama yang terdiri 
atas Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa 
hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera 
seratus kali. Dengan demikian, menurut Jumhur ulama hukuman pengasingan 
ini termasuk hukuman had, dan bukan hukuman ta’zir.32 Cara hukuman 
pengasingan itu sendiri berbeda-beda. Menurut hanafi bahwasanya hukuman 
isolasi adalah dengan mengeluarkanua dari daerah perzinahan tersebut dengan 
pengawasan supaya tidak melarikan diri atau kembali kedaerah asal sebelum 
masa pengasingan selesai, dan apabila kembali ketempat asal maka ia akan di 
kembalikan ke pengasingan dan perhitungan dimuai kembali dari pengambilan 
kedaerah pengasingan tersebut, akan tetapi meurut imam hambali perhitunganya 
tetap di hitung sejak di asingkan pertama kali tersebut. 
 
b.  Hukuman untuk zina muh}s}an 
Zina muh}s}an adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan 
yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina muh}s}an 
ini ada dua macam, yaitu 
1)  Dera seratus kali, dan 
2)  Rajam. 
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Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Al Qur’an Surah  
An Nur ayat 2 dan terjemah hadis Rasulullah saw. yang telah dikemukakan di  
atas. Hukuman rajam ditetapkan bagi pelaku zina muh}s}an, baik terhadap laki-
laki maupun perempuan. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan 
dilempari batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang 
telah diakui dan diterima oleh hampir Semua fuqaha.33 Fuqaha menyepakati 
keberadaan hukuman rajam. Alasan mereka, hukuman rajam pernah dijatuhkan 
oleh Rasulullah Saw dan oleh ijma’ sahabat sesudahnya. Adapun di antara hadis 
yang berkaitan dengan hal ini adalah:
34
 
Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum 
muslimin agar menjauhkan diri daru semua godaan setan yang akan mendorong 
seseorang berzina. Bahaya dari perzinaan antara lain : menyebabkan penyebaran 
penyakit yang berbahaya, menyebabkan terjadinya pembunuhan (karena rasa 




Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda “Tidak halal darah 
(jiwa) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang 
berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, orang yang meninggalkan 
agamanya lagi memisahkan diri dari jama’ah. Islam memerintahkan agar 
menyucikan kehidupan seks baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan 
sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, maka hukuman atas perbuatan zina ini 
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dilakukan secara terrbuka sehingga mungkin ia akan menjerakan orang-orang 
yang lainya di masyarakat.
36
 
Mengenai alat bukti zina itu ada empat macam, yaitu saksi pengakuan, 
karenah (indikasi indiksi tertentu), dan li’an. 
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PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI TENTANG 
PENCABULAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN 
NOMOR 237/Pid.Sus-Anak/PN.BWI 
 
A. Profil Pengadilan Negeri Banyuwangi 
Pengadilan Negeri Banyuwangi pada masa penjajahan dikenal sebagai sebutan 
Landard, Sebutan ini berganti dengan nama kantor polisi kehakimanpada saat 
pendukung jepang, dan pada tahun 1959 resmi menjadi Pengadilan Negeri 
Banyuwangi dengan ketua Pengadilan pada waktu itu adalah Soewarno 
Ronowiredjo, SH Dan Soemardjo sebagai panitera kepalanya. 
Awalnya Pengadilan Negeri Banyuwangi berkantor di jalan jaksa agung 
suprapto Nomor 52 Banyuwangi hingga pada tanggal 22 Desember 1981, kantor 
pengadilan negeri banyuwangi berpindah lokasi di jalan Adi Sucipto Nomor 26 
Banyuwangi sampai dengan sekarang, dengan luas tanah + 4200 m2, yang 
diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan umum 
departemen kehakiman, Soeroto, SH. 
Pengadilan Negeri Banyuwangi merupakan Pengadilan Negeri kelas IB yang 
berada dalam wilayah hukum pengadilan tinggi jawa timur yang di resmikan oleh 
ketua mahkamah agung republic Indonesia Prof. Dr. Bagirmanan, SH, Mcl, pada 
tanggal 26 mei 2004. 
Pada tanggal 27 juli 2009 Pengadilan Negeri Banyuwangi diusulkan ke kelas 
IA dan atas usulan tersebut pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2009 Pengadilan 



































Negeri Banyuwangi ditinjau oleh dirjen badan peradilan umum, dalam kunjungan 
kerjanya dalam rangka peningkatan kelas IA Pengadilan Negeri Banyuwangi.  
 





































Deskripsi Tindak Pidana Pencabulan 
Pada hari senin tanggal 31 maret 2014, di Pengadilan Negeri Banyuwangi 
yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat 
pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa 
Agus Solihin bin Sahin yang beralamat di Sepanjang Kecamatan Glenmore 
Kabupaten Banyuwangi. 
Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan 
nomor perkara 237/Pid.Sus Anak/2014/PN.BWI dengan dakwaan alternatif : 
Pertama, bahwa terdakwa Agus Solihin bin Sahin pada hari Senin tanggal 31 
Maret tahun 2014 bertempat dikamar rumah Desa Sepanjang Kecamatan 



































Glenmore Kabupaten Banyuwangi atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang 
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan 
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, yang dilakukan 
dengan cara : awalnya terdakwa mengajak saksi Sahrotun Nurun Niah (korban) 
yang masih berumur 15 (lima belas) tahun / lahir tanggal 07 januari 1999 ke 
rumah neneknya yang berada di Glenmore (TKP), sekira jam 09.00 wib terdakwa 
dan korban sampai di TKP, disana terdakwa dan korban bermain main sambil 
mencari buah rambutan hingga esok hari, sorenya korban mengajak pulang tetapi 
terdakwa tidak mau dan mengajak menginap di TKP, sekitar jam 19.00 wib 
korban tidur dikamar, sedangkan terdakwa masih diluar, sekira jam 21.00 wib 
terdakwa masuk ke kamar dengan menutup pintu kamar, lalu terdakwa ikut 
tiduran disamping kanan korban, kemudian terdakwa memeluk tubuh korban 
sambil menciumi pipi korban berkali kali, selanjutnya terdakwa memasukan 
tanganya kedalam baju korban lalu meremas kedua payudara korban, waktu itu 
korban sempat menolaknya, lalu terdakwa mengatakan “aku cinta kamu, kamu 
sayang tidak dengan aku ? sehingga korban diam saja dan membiarkan perbuatan 
terdakwa, kemudian terdakwa menarik Baju dan Baju Dalam korban keatas 
sehingga Payudara korban kelihatan, lalu kedua Payudara korban diciumi dengan 
menggunakan mulut terdakwa, setelah itu terdakwa memegang Vagina korban, 
tetapi korban menolaknya dengan menarik tangan terdakwa, selanjutnya 
terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak mau saya setubuhi, berarti kamu tidak 
sayang sama aku, dan kalau kamu tidak mau nanti kamu aku putus jadi pacarku. 



































Karena takut diputus maka korban diam saja. Melihat korban diam saja maka 
terdakwa meneruskan perbuatanya, kemudian terdakwa menurunkan celana dan 
celana dalamnya yang dipakai, lalu terdakwa naik ketubuh korban dan 
memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban, lalu ditarik 
keluar masuk selama 15 kali, setelah merasa spermanya mau keluar maka 
terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya dipaha kiri korban, 
selanjutnya kejadian tersebut oleh bapak korban yang bernama sukardi (saksi) 
dilaporkan dan diadukan ke polsek glenmore untuk diproses lebih lanjut. 
Pada proses pembuktian, jaksa penuntut umum telah mengajukan bukti 
keterangan 4 orang saksi di bawah sumpah yaitu : 
1. Sahrotun Nurun Niah 
2. Sukardi 
3. Ahmad Hasan 
4. Moh Komari 
 
1. Sahrotun Nurun Niah 
Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) adalah pacar Agus Solihin bin Sahin 
(terdakwa). Pada awalnya Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) diajak oleh Agus 
Solihin bin Sahin (terdakwa) kerumah neneknya didusun Sidomulyo, Desa 
Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Lalu Sahrotun Nurun 
Niah (Saksi/Korban) menjemput Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) ke rumahnya 
setelah itu Sahrotun Nurun Niah menggonceng Agus Solihin bin Sahin 



































(terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor Honda supra menuju ke rumah 
nenek Agus Solihin bin Sahin (terdakwa).  
Pada pukul 09.00 Wib Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) dan Agus Solihin 
bin Sahin (terdakwa) sampai di TKP, disana Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) 
bermain-main sambil mencari buah Rambutan dengan Agus Solihin bin Sahin 
(terdakwa) hingga sore hari. Bahwa sorenya Sahrotun Nurun Niah 
(Saksi/Korban) mengajak Agus Solihin Bin Sahin (terdakwa) untuk pulang, 
tetapi Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) tidak mau dan mengajak menginap di 
rumah neneknya (TKP) tersebut. 
Pada sekitar pukul 19.00 wib Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) tidur 
dikamar, sedangkan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) masih diluar. sekira pukul 
21.00 Wib Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) masuk ke dalam Kamar dengan 
menutup pintu kamar kemudian ikut tiduran disamping kanan Sahrotun Nurun 
Niah (saksi/korban), Seteiah itu Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) memeluk 
tubuh Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) sambil menciumi pipi Sahrotun Nurun 
Niah (saksi/korban) berkali-kali. selanjutnya Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) 
memasukkan tangannya kedalam baju Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban)  lalu 
meremas-remas kedua payudara Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) waktu itu 
Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) sempat menolaknya. Pada saat itu Agus 
Solihin bin Sahin (terdakwa) berkata aku cinta kamu, kamu saying tidak dengan 
aku ? lalu Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban)) diam saja dan membiarkan 
perbuatan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa). Kemudian Agus Solihin bin Sahin 
(terdakwa) menarik baju dan baju dalam Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) ke 



































atas sehingga payudara Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban)  kelihatan, lalu 
kedua payudara Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) diciumi dengan 
menggunakan mulut Agus Solihin Bin Sahin (terdakwa), setelah itu Agus Solihin 
Bin Sahin (terdakwa) memegang vagina Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban), 
tetapi Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) menolaknya dengan menarik tangan 
Agus Solihin bin Sahin (terdakwa). Selanjutnya Agus Solihin bin Sahin 
(terdakwa) mengatakan kalau kamu tidak mau saya setubuhi, berarti kamu tidak 
sayang sama aku, dan kalau kamu tidak mau nanti saya putus jadi pacarku. 
karena Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) takut diputus oleh Agus Solihin Bin 
Sahin (terdakwa), Maka Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) diam saja dan 
membiarkan perbuatan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa). kemudian Agus 
Solihin bin Sahin (terdakwa) menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai 
Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) sampai ke lutut Saksi, sedangkan Agus 
Solihin bin Sahin (terdakwa) juga menurunkan celana dan celana dalamnya yang 
dipakai. lalu terdakwa naik ke atas tubuh Saksi lalu Agus Solihin Bin Sahin 
(terdakwa) memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Sahrotun 
Nurun Niah (saksi/korban), awalnya vagina Sahrotun Nurun Niah (Saksi/Korban) 
terasa sakit tetapi Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) takut mengatakannya. 
Sebelumnya Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) tidak pernah melakukan 
persetubuhan dengan laki-laki lain maupun dengan Agus Solihin bin Sahin 
(terdakwa). Setelah penis Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) berhasil masuk ke 
dalam vagina Sahrotun Nurun Niah, ((saksi/korban) lalu ditarik keluar masuk 
sebanyak kurang lebih 15 kali, selanjutnya Agus Solihin Bin Sahin (terdakwa) 



































mencabut penisnya dari dalam vagina Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) dan 
niengeluarkan spermanya diluar. Pada pukul 22.00 Wib Agus Solihin bin Sahin 
(terdakwa) mengajak Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) pulang, karena dicari 
Orang Tua Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban). 
Mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah pakaian 
Sahrotun Nurun Niah (Saksi/Korban) dan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa). 
2. Sukardi 
Sukardi merupakan ayah kandung dari Sahrotun Nurun Niah. Pada saat 
itu pukul 18.00 Wib (Setelah Magrib) Sukardi mendatangi rumah Saksi Ahmad 
Hasan, ternyata Sahrotun Nurun tidak ada di rumah, sedangkan Saksi Ahmad 
Hasan sedang bermain sepak bola di Kabupaten Jember. kemudian Sukardi 
melakukan pencarian dan mendatangi rumah teman dekatnya Korban, ternyata 
teman dekatnya Korban mengatakan tidak tahu. Lalu Sukardi melakukan 
pencarian dan mendatangi rumah teman dekatnya Sahrotun Nurun Niah, ternyata 
teman dekatnya Sahrotun Nurun Niah mengatakan tidak tahu. Setelah itu 
Sukardi mendatangi rumah Agus Solihin bin Sahin yang katanya mempunyai 
hubungan dengan Sahrotun Nurun Niah, disana Sahrotun Nurun Niah dan Agus 
Solihin bin Sahin tidak ada  ditempat. Setelah Saksi Ahmad Hasan pulang dari 
Jember, lalu Sukardi dan Saksi Ahmad Hasan mencari ke rumah Kakaknya Agus 
Solihin bin Sahin yang bernama Komari (Saksi) yang ada di Dusun 
Sepanjangwetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten 
Banyuwangi.  Pada saat itu bahwa ternyata gus Solihin Bin Sahin dan Sahrotun 



































Nurun Niah juga tidak  ada  disitu,  tetapi  Saksi Komari berjanji akan mencari 
Agus Solihin bin Sahin. 
Kemudian pada pukul 22.30 wib Sukardi ditelpon oleh Saksi Komari 
bahwa Korban sudah ditemukan bersama Agus Solihin bin Sahin. Setelah itu 
Sahrotun Nurun Niah datang bersama Agus Solihin bin Sahin, waktu baru datang 
tiba-tiba Sahrotun Nurun Niah pingsan dan langsung dibawa ke Puskesmas. Pada 
saat itu juga sudah terdapat banyak warga maka Agus Solihin bin Sahin seketika 
itu diamankan dikantor polisi. Saat ditanya Polisi, pada saat itu Agus Solihin bin 
Sahin mengaku telah menyetubuhi Sahrotun Nurun Niah sebanyak I (satu) kali di 
dalam Kamar rumah Nenek Agus Solihin Bin Sahin di Dusun  Sidomulyo, Desa 
Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Setelah kejadian itu 
Sahrotun Nurun Niah tidak mau sekolah lagi, karena masih malu terhadap teman-
temannya. Setelah kejadian itu orang tua Agus Solihin bin Sahin pernah datang 
untuk meminta maaf, tetapi tidak dimaafkan. 
3. Ahmad Hasan 
Ahmad Hasan adalah kakak dari bapaknya Sahrotun Nurun Niah. Selama 
ini Sahrotun Nurun Niah di titipkan di rumah ahmad hasan. Waktu Sukardi 
mencari Sahrotun Nurun Niah di rumah Ahmad Hasan, Ahmad Hasan masih 
berada di Jember main sepak bola. Setelah Ahmad Hasan datang dari Jember, 
Ahmad Hasan kaget karena mendengar bahwa Sahrotun Nurun Niah tidak ada di 
rumah. Lalu Ahmad Hasan bersama bapak korban/Saksi Sukardi mencari ke 
rumah kakaknya Agus Solihin bin Sahin yang bemama Komari (Saksi) yang ada 
di Dusun Sepanjangwetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten 



































Banyuwangi. Ternyata Agus Solihin bin Sahin dan Sahrotun Nurun Niah juga 
tidak ada disana, tetapi Saksi Komari berjanji akan mencari Agus Solihin bin 
Sahin. Lalu Ahmad Hasan dan Sukardi (saksi/ayah korban) menunggu di rumah 
Agus Solihin Bin Sahin di Dusun Krajan RT. 03 RW.04 Desa Kalibaruwetan, 
Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. 
Pada pukul 22.30 Ahmad Hasan ditelpon oleh Saksi Komari bahwa 
Sahrotun Nurun Niah sudah ditemukan bersama Agus Solihin Bin Sahin. Setelah 
itu Sahrotun Nurun Niah datang bersama Agus Solihin bin Sahin, waktu baru 
datang tiba-tiba Sahrotun Nurun Niah pingsan dan langsung dibawa ke 
Puskesmas. Pada saat itu juga sudah terdapat banyak warga maka Agus Solihin 
bin Sahin seketika itu diamankan dikantor polisi. Saat ditanya Polisi, pada saat 
itu Agus Solihin Bin Sahin mengaku telah menyetubuhi Sahrotun Nurun Niah 
sebanyak I (satu) kali di dalam Kamar rumah Nenek Agus Solihin Bin Sahin 
diDusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten 
Banyuwangi. Saat kejadian itu Sukardi (Saksi/Bapak Korban) melaporkan 
kejadian tersebut ke polsek Glenmore. 
4. Komari 
Komari adalah kakak dari Agus Solihin Bin Sahin. Pada hari Senin tanggai 
31 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Komari (Saksi) telah kedatangan Saksi 
Sukardi dan Saksi Ahmad Hasan yang menanyakan tentang keberadaan Adik 
Saksi Agus Solihin bin Sahin.  Katanya Agus Solihin bin Sahin telah mengajak 
Anak Saksi Sukardi yang bernama Sahrotun Nurun Niah. Karena pada saat itu 
Terdakwa tidak ada di rumah Komari (Saksi), Maka Komari (Saksi) mengatakan 



































bahwa Agus Solihin bin Sahin tidak ada di tempat tetapi Komari (saksi) 
mengatakan sanggup mencarinya. Lalu Komari (saksi) mencari Agus Solihin Bin 
Sahin dirumah Neneknya di Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan 
Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Ternyata Agus Solihin bin Sahin ada disana 
sedang menonton TV, setelah membuka Kamar Timur tenyata Sahrotun Nurun 
Niah ada didalam. Setelah itu Komari (saksi) mengajak pulang ke Kalibaru, dan 
ternyata disana sudah banvak warga yang menunggu. 
Setelah itu Sahrotun Nurun Niah datang bersama Agus Solihin bin Sahin, 
waktu baru datang tiba-tiba Sahrotun Nurun Niah pingsan dan langsung dibawa 
ke Puskesmas. Pada saat itu juga sudah terdapat banyak warga maka Agus 
Solihin Bin Sahin seketika itu diamankan dikantor polisi. Saat ditanya Polisi, 
pada saat itu Agus Solihin Bin Sahin mengaku telah menyetubuhi Sahrotun 
Nurun Niah sebanyak I (satu) kali di dalam Kamar rumah Nenek Agus Solihin 
bin Sahin di Dusun  Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, 
Kabupaten Banyuwangi. Saat kejadian itu Sukardi (Saksi/Bapak Korban) 
melaporkan kejadian tersebut ke polsek Glenmore. 
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat 
dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum 
mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang pada pokonya menuntut 
agar Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 
berikut : 
Menyatakan terdakwa Agus Solihin bin Sahin bersalah melakukan tindak 
pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan denganya”, sebagaimana diatur 



































dan diancam pidana dalam pasal 81 (ayat 2) UURI Nomor: 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan pertama. 
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  Agus Solihin bin Sahin dengan 
pidana penjara selama: 3 (Tiga) tahun di potong selama terdakwa ditahan, 
dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)  subsidair selama : 3 (Tiga) bulan wajib 
latihan kerja sosial.  
Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna pink, 1 
(satu) buah kaos warna kuning dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru di 
kembalikan kepada saksi Sahrotun Nurun Niah, 1 (satu) buah celana jeans warna 
hitam, 1 (satu) buah hem lengan panjang motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah 
celana dalam biru di rampas dan di musnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar foto 
copy ijazah sekolah dasar (SD) tahun pelajaran 2012/2013 atas nama Sahrotun 
Nurun Niah dan 1 (satu) lembar foto copy ijazah sekolah dasar (SD) tahun 
pelajaran 2010/2011 atas nama Agus Solihin Bin Sahin tetap terlampir dalam 
berkas perkara. 
Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata di persalahkan dan di jatuhi 
hukuman pidana, supaya ia di bebani membayar biaya perkara sebesar  Rp. 
5.000,00 (Lima Ribu Rupiah). 
Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 
237/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BWI, tanggal 4 Juni 2014, yang amar lengkapnya 
sebagai berikut : 



































Menyatakan terdakwa Agus Solihin bin Sahin tersebut diatas, terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja 
Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Denganya, sebagaimana dalam 
dakwaan pertama. 
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 60.000.000.00 
(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar 
maka diganti dengan wajib kerja pelatihan kerja sosial selama 3 (tiga) bulan. 
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa 
di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa 
tetap di tahan. 
Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana jeans warna pink, 1 
(buah) baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah baju kaos dalam warna kuning dan 
1 (satu) buah celana dalam warna biru di kembalikan kepada saksi Sahrotun 
Nurun Niah, 1 (satu) buah celana jeans hitam, 1 (satu) buah hem lengan panjang 
dengan motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru di rampas 
untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar foto copy ijazah sekolah dasar 
(SD) tahun pelajaran 2012/2013  atas nama Sahrotun Nurun Niah dan 1 (satu) 
lembar foto copy ijazah sekolah dasar (SD) tahun pelajaran 2010/2011 atas nama 
Agus Solihin bin Sahin tetap terlampir dalam berkas perkara. 
Membebankan terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 
5.000.00 (lima ribu rupiah) Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, 
hakim telah mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu yaitu : 



































Penasihat hukum terdakwa menyampaikan yang pada pokoknya sebagai 
berikut: bahwa ia memohon keringanan hukuman kepada terdakwa, karena 
terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatanya, belum pernah di 
hukum, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi 
Hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa : 
Keadaan yang memberatkan : 
1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 
2. Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan asusila 
3. Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban 
Keadaan yang meringankan : 
1. Terdakwa mengakui perbuatanya. 
2. Terdakwa sopan di persidangan 
3. Terdakwa belum pernah di hukum 
4. Terdakwa masih anak-anak dan masih bisa di harapkan lagi untuk 
berkelakuan baik. 
5. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatanya lagi. 
Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung 
jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 
terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatanya. 
Oleh karena selama terdakwa menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan 
secara sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan 



































penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana 
yang di jatuhkan dan karena terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah di bebani 
pula untuk membayar perkara. 


































TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PENCABULAN 
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR 
237/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BWI 
 
A. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Tindak Pidana 
Pencabulan Nomor 237/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BWI 
Putusan adalah produk atau hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang 
dilakukan oleh hakim pada masing-masing tingkat peradilan. Berdasarkan pada 
Pasal 178 HIR/189 RBG, apabila proses pemeriksaan telah selesai, maka hakim 
karena jabatannya harus melakukan musyawaraah untuk mengambil putusan 
yang akan dijatuhkan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas 
perkara yang diperiksa, baik pidana maupun perdata. Dalam membuat sebuah 
putusan, hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh 
selama proses persidangan.  
Dalam sebuah putusan harus berisikan isi dan sistematika putusan yang 
meliputi 4 (empat) hal, yaitu : kepala putusan, identitas para pihak, 
pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.
1
 
Hal yang terpenting dalam memutus perkara adalah kesimpulan hukum atas 
fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk itu hakim harus menggali, 
memahami serta menerapkan nilai-nilai hukum yang berlaku berdasarkan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
                                                                   
1
 Chandra et. al, Modul Mata Kulliah Eksaminasi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Atmaja, 2004), 12. 



































Dalam putusan pengadilan negeri banyuwangi Nomor 237/Pid.Sus-
Anak/2014/PN BWI Tentang pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Agus 
Solihin Bin Sahin, ada beberapa pertimbangan hakim yaitu : 
1. Hakim mempehatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung 
dakwaan alternatif ke dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 
pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap Orang 
2. Dengan Sengaja 
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain 
Unsur I : Setiap orang 
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah  setiap subjek hukum, baik 
orang maupun korporasi atau badan hukum yang mempunyai kemampuan dan 
kecakapan untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatanya. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa 
di persidangan, bahwa yang di dakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini 
adalah seorang anak laki laki yang bernama Agus Solihin Bin Sahin. Terdakwa 
dalam persidangan telah di periksa identitasnya sebagaimana tersebut diatas, 
terdakwa juga menunjukan kemampuan dan kecakapanya dalam menjawab setiap 
pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah 
seoarang yang meskipun belum dewasatapi telah mampu serta cakap 
bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatanya. 



































Unsur II : Dengan Sengaja 
Menimbang, berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan baik 
dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri benar terdakwa 
sengaja mengajak korban Sahrotun Nurun Niah ke rumah nenek terdakwa di 
Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore Kabupaten 
Banyuwangi, karena di rumah nenek terdakwa tersebut hanya tinggal nenek 
seorang diri, dan situasi di dalam rumah tersebut sepi sehingga terdakwa dapat 
dengan leuasa melaukan perbuatanya. Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi 
saksi korban Sahrotun Nurun Niah sebanyak 1 (satu) kali pada hari senin tanggal 
31 maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB, di dalam kamar rumah nenek di 
banyuwangi, dengan cara merayu serta membujuk saksi korban dengan kata kata 
: kalau kamu tidak mau saya setubuhi, berarti kamu tida sayang sama aku, dan 
kalau kamu tidak mau nanti aku putus jadi pacarku. Menimbang, bahwa dari 
uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini 
telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 
Unsur III: Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau denga orang 
lain. 
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka jika salah satu 
unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi 
Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan baik 
dari keteranga Para saksi maupun keteranga Terdakwa sendiri benar Terdakwa 
sengaja mengajak saksi korban Sahrotun Nurun Niah ke rumah nenek terdakwa 



































di Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupataen 
Banyuwangi, karena dirumah nenek terdakwa tersebut hanya tinggal nenek 
terdakwa seorang diri, dan situasi didalam rumah tersebut sepi sehingga 
terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perbuatannya. Bahwa benar Terdakwa 
telah menyetubuhi Saksi Korban Sahrotun Nurun Niah sebanyak 1 (satu) kali 
pada hari senin tanggal 31 maret 2014 sekira pukul 21:00 WIB, di dalam kamar 
rumah nenek terdakwa di Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan 
Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan cara merayu serta membujuk saksi 
korban dengan kata kata: “kalau mau tidak mau saya setubuhi, berarti kamu 
tidak sayang sama aku, dan kalau kamu tidak mau nanti kamu aku putus jadi 
pacarku”. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu 
awalnya terdakwa yang dijemput oleh saksi sahrotun nurun niah (korban) lalu 
mengajak saksi sahrotun nurun niah (korban) yang masih berumur 15 tahun/lahir 
tanggal 7 januari 1999 ke rumah neneknya yang ada di Dusun Sidomulyo, Desa 
Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi (TKP), sekitar pukul 
09.00 Wib terdakwa dan korban sampai di TKP, disana terdakwa dan korban 
bermain main sambil mencari nuah rambutan hingga sore hari, sorenya korbanya 
mengajak pulang tetapi terdakwa tidak mau dang mengajak menginap di TKP. 
Lalu sekitar pukul 19.00 Wib korban tidur di kamar, sedangkan terdakwa masih 
di luar sekira pukul 21.00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamardengan menutup 
pintu kamar, lalu terdakwa ikut tiduran di samping kanan korban, kemudian 
terdakwa memeluk tubuh korban sambil menciumi pipi korban berkali kali, 
selanjutnya terdakwa memasukan tanganya kedalam baju korban dan meremas 



































remas kedua payudara korban, waktu itu korban sempat menolaknya, lalu 
terdakwa mengatakan aku cinta kamu, kamu sayang tidak dengan aku ? Sehingga 
korban diam saja dan membiarkan perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa 
menarik baju dan baju dalam korban keatas sehingga payudara korban kelihatan, 
lalu kedua payudara korban di ciumi oleh terdakwa, setelah itu terdakwa 
memegang vagina korban, tetapi korban menolaknya denga menarik tangan 
terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau kamu tidak mau saya 
setubuhi, berarti kamu tida sayang sama aku, dan karena takut di putus oleh 
maka korban diam saja.bahwakarena korban diam saja maka terdakwa 
meneruskan perbuatanya, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana 
dalam yang di pakai korban sampai ke lututnya, sedangkan terdakwa juga 
menurunkan celana dan celana dalamnya yang di pakai, laku terdakwa naik 
keatas tubuh korban dan memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam 
vagina korban, setelah penis terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban 
lalu ditarik keluar masuk sebanyak kurang lebih  15 (lima belas) kali, setelah 
spermanya mau keluar maka terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan 
spermanya di paha kiri korban. Bahwa mengetahui kejadian tersebut ayah 
kandung korban yang bernama Sukardi melaporkanya ke polsek Glenmore 
sehingga terdakwa beserta barang buktinya di proses secara hukum lebih lanjut, 
selanjutnya korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Bhakti Husada Krikilan 
Banyuwangi untuk di visum dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum 
Rumah Sakit Umum Bhakti Husada Krikilan Banyuwangi Nomor Rs. Bhakti 



































Husada /X/341/2014, tanggal 01 April 2014 yang di tanda tangani oleh dr. 
Norman Yusuf, Sp.OG sebagai Berikut: 
Hasil pemeriksaan fisik : tidak ada tanda tanda kekerasan. 
Kerampung kemaluan/liang senggama : terdapat luka lecet baru arah pukul 7 
Selaput dara : terdapat robekan arah jam 3 dan jam 9, dua duanya sampai dasar. 
Terdapat bulu kemaluan di liang senggama 
Pemeriksaan labolatorium : 
Test kehamilan : - 
Swab vagina : tidak di temukan sperma di lender kemaluan 
Kesimpulan saat ini didapatkan seorang perempuan usia 15 tahun dengan liang 
senggama menyerupai liang senggama yang pernah bersentuhan dengan benda 
tumpul.  
Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas mejelis hakim 
berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan 
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai 
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung 
jawabkan perbuatanya. 
Menimbang, bahwa hukuman tersebut bukanlah merupakan pembalasan 
terhadap diri terdakwa atas perbuatanya, melainkan sebagai pembinaan terhadap 
terdakwa agar setelah menjalani hukuman tersebut terdakwa berkelakuan baik 
dan dapat hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa melakukan 
lagi perbuatan-perbuatan yang dapat di ancam pidana. 



































Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka 
perlu memperthatikan terleboh dahulu keadaan yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa. 
Keadaan yang memberatkan : 
1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 
2. Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan asusila 
3. Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban 
Keadaan yang meringankan 
1. Terdakwa mengakui perbuatanya. 
2. Terdakwa sopan di persidangan 
3. Terdakwa belum pernah di hukum 
4. Terdakwa masih anak-anak dan masih bisa di harapkan lagi untuk berkelakuan 
baik. 
5. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya 
lagi 
Barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut : 
1. 1 (satu) buah celana jeans warna pink. 
2. 1 (satu) buah baju kaos warna kuning. 
3. 1 (satu) buah baju kaos dalam warna kuning. 
4. 1 (satu) buah celana dalam warna biru 
5. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam 
6. 1 (satu) buah hem lengan panjang dengan motif kotak-kotak 
7. 1 (satu) buah celana dalam biru 



































8. 1 (satu) lembar foto copy ijazah sekolah dasar (SD) tahun pelajaran 2012/2013 
atas Nama Sahrotun Nurun Niah 
9. 1 (satu) lembar foto copy ijazah sekolah dasar (SD) tahun pelajaran 2010/2011 
atas Nama Agus Solihin Bin Sahin 
Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memutus untuk memberi 
hukuman dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun 6 (enam) bulan dengan 
denda sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan wajib latihan kerja 
sosial selama 3 (tiga) bulan. serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa 
sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). 
Dari uraian penulis tersebut penulis memiliki beberapa pendapat yaitu : 
1) Menurut asas hukum pidana yakni asas legalitas dijelaskan bahwasanya asas 
legalitas merupakan asas yang mengandung arti tidak satupun perbuatan yang di 
anggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman pidana yang boleh di jatuhkan 
atas suatu perbuatan sebelum ada ketentuanya di dalam hukum. Jika dilihat dari 
sudut pandang diatas asas legalitas maka pertimbangan hakim dalam putusan ini 
tidak benar. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan ketentuan 
undang-undang, dalam pasal 81 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam kasus ini majelis hakim memutus 
perkara ini dengan hukuman 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan dan membayar denda 



































sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)  subsidair selama : 3 (Tiga) 
bulan wajib latihan kerja sosial.  
2) Jika melihat dari aspek kerugian yang dialami korban, hukuman itu tidak 
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Tetapi kalau ditinjau dari 
hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku tersebut, hukuman itu bersifat 
mendidik, cukup menjerakan dan mencegah untuk pelaku yang masih di bawah 
umur. 
B. Analisis Hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Banyuwangi Nomor : 237/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Bwi 
Kasus tentang tindak pidana membujuk anak melakukan pencabulan yang 
dilakukan oleh Agus Solihin bin Sahin. Dalam hukum pidana Islam dinamakan 
zina, karena telah memenuhi unsur umum dari zina yaitu : 
a. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu seorang laki-laki 
dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah) 
b. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (seperti 
anak timba masuk kedalam sumur). 
Dalam hukum pidana islam ada namanya asas legalitas yang menyatakan 
bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada sanksi hukuman sebelum ada undang-
undang yang mengatur sebuah perkara atau tindak pidana, berdasarkan Al Qur’an 
surah Al Baqarah ayat 286 : 



































  اام ااالَ ۚا اهاعۡسُو هلَِّإ اًسۡفا ن ُهللَّٱ ُف
ِّ لاُكي الَ ۡواأ ٓااني ِّسهن نِّإ ٓانَ
ۡ
ذ ِّخااؤ ُت الَ اانه بار 
ۡۗ
ۡتاب اساتۡكٱ اام ااه
ۡ يالاعاو ۡتاب اساك
 رۡصِّإ ٓاان
ۡ يالاع ۡلِّم




أاطۡخاأا ااماك  ُهات
ۡ
لااحَ ۖۦ ِّهِّب اانال اةاقااط الَ اام اان
ۡ
ل ِّ ماُتَ الَاو اانه بار ۚاان
ِّلۡبا ق نِّم اني
ِّذهلٱ ىالاع ۥ










ِّفۡغٱاو اهن٦٨٢  
Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka 
berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa 
atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada 
kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami 
apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah 
kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah 




Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya, Allah tidak akan menjatuhkan 
hukuman bagi umat manusia da tidak akan meminta pertanggung jawaban 
manusia sebelum adanya penjelasan dan pemeritahuan akan hambanya. Demikian 
juga kewajiban yang harus di emban oleh umat manusia adalah kewajiban yang 
sesuai dengan kemampuan yang di miliki, yakni taklif  atau beban yang sanggup 
dikerjakan dan apa yang telah di perbuatnya. Dalam artian jika suatu pekerjaan 
yang di lakukan melanggar hukum yang berlaku maka wajib mendapatkan 
jari>mah atau undang -undang yang berlaku. 
Dalam hukum islam dan hukum positif berbeda pandangan mengenai zina. 
Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina 
dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum 
kawin, dilakukan suka sama suka atau tidak. Dalam hukum Islam perzinaan 
                                                                   
2 Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002). 



































dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai 
jari>mah. QS. Annur ayat 2 : 
 د ِّحٰاو هلُك ْاوُد
ِّلۡجٱاف ِّنِاهزلٱاو ُةاي
ِّناهزلٱاامُه
ۡ ن ِّ م  اةاْئا ِّم  ۖة اد
ۡ







أار  ِّف  ِّني
ِّد  انوُن ِّمۡؤ ُت ۡمُتنُك نِّإ ِّهللَّٱ









ِّ م  اينِّنِّمۡؤُم
ۡ
لٱ٦  
Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 





Sebaliknya hukum positif tidak memandang setiap hubungan kelamin 
diluar nikah sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina menurut 
hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin diluar pernikahan, yang dilakukan 
oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja, selain itu 
tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran 
kehormatan. 
Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara 
didalam fiqih jina>yah adalah nash–nash yang qath’i dalalahnya (nash yang 
sudah pasti) dan qath’i tsubutnya (nash yang tetap), baik Al-Qur’an ataupun 




Pertanggung jawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang 
dengan akibat perbuatan, atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan 
                                                                   
3 Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002). 
4
 Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiq, Peradilan dan HukumAcara Islam, (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra,1997), 62. 



































kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari 




1. Adanya perbuatan yang dilarang  
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri  
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu 
Apabila tiga hal tersebut terpenuhi maka dapat dijatuhi pertanggung 
jawaban, berbeda halnya dengan orang gila, anak dibawah umur, orang yang 
terpaksa dan dipaksa tidak dibebani pertanggung jawaban. 
Hukum Islam  mempunyai dasar (syariat) apabila didasarkan pada 
sumber–sumber syara’ seperti Al–Qur’an, Sunnah dan Ijma’ atau Undang–
Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti 
dalam hukum ta’zir. Adanya persyaratan tersebut, maka hakim tidak boleh 
memutuskan atau menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri 
walaupun berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama 
dari apa yang ditetapkan.
6
 
Hukuman Jari>mah h}udu>d apabila sudah dapat dibuktikan maka hakim 
hanya tinggal memutuskan dan melaksanakan hukuman sesuai dengan ketentuan 
yang ada dalam syara’, tanpa mengurangi, menambah atau mengantinya dengan 
hukuman yang lain. Sedangkan dalam Jari>mah qis>{as dan diyat prinsipnya sama 
dengan Jari>mah h}udu<d, hanya perbedaannya kalau korban memberikan 




 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta:Sinar 
Grafika,2005), 141. 



































pengampunan tersebut bisa dipertimbangkan oleh hakim sehingga keputusan 
hukum (vonis) dapat diubah. Dalam jari>mah ta’zir hakim mempunyai kekuasaan 
yang luas, mulai dari memilih macamnya hukuman yang sesuai, sampai kepada 
yang memberatkan atau meringankan hukuman atau membebaskannya, karena 
dalam jari>mah ta’zir hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad.7 
Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak 
dibawah umur, dapat dikenai hukuman had, akan tetapi apabila pelaku tindak 
pidana anak  dibawah umur  tidak dapat dikenakan had, karena syarat 
menjatuhkan had si pelaku sudah harus balig. sedangkan hukuman bagi anak 
dibawah umur dikenai hukuman ta’zir karena bersifat pendidikan dan mendidik 




Dalam hukum pidana Islam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 
Agus Solihin bin Sahin termasuk dalam kategori jari>mah zina ghayru muh}s}an 
yaitu zina yang dilakukan oleh laki–laki maupun perempuan yang masih belum 
berkeluarga yang dihukum dengan hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 
1 tahun. Dalam jari>mah zina telah ditentukan oleh ulil amri atau majelis hakim 
sesuai dengan syara’ yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan hakim tidak dapat 
menambah atau mengurangi hukuman yang telah ditetapkan karena dalam 
jari>mah h}udu>d telah ditentukan oleh Allah, majelis hakim hanya menjalankan. 
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 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, 21. 
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 A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta:Raja Grafindopersada, 1997), 167. 





































Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan diatas, dari penyelesaian 
penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi 
Pencababulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 
234/Pid.Sus.Anak/PN BWI maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : 
Pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 234/Pid.Sus.Anak/PN.Bwi 
memperhatikan umur terdakwa yang masih terhitung di bawah umur dan berat 
ringanya hukuman yakni hal yang memberatkan perbuatan terdakwa 
bertentangan dengan norma agama dan susila, perbuatan terdakwa meresahkan 
masyarakat, hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatanya, terdakwa 
belum pernah di hukum, terdakwa masih anak anak dan masih bisa di harapkan 
untuk berkelakuan baik. Jika ditinjau dari asas legalitas hukuman yang di 
jatuhkan kurang memberatkan. Tetapi jika di tinjau dari sisi lain hukuman itu 
bersifat mendidik cukup menjerakan dan mencegah untuk pelaku yang masih di 
bawah umur. 
Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Putusan Nomor 
234/Pid.Sus.Anak/PN BWI tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan 
oleh anak dibawah umur dikategorikan sebagai jari>mah zina ghayru muh}s}an, 
pada jari>mah zina ghayru muh}s}an ini diancam dengan hukuman dera sebanyak 
100 kali dan diasingkan selama 1 tahun hal ini sesuai dengan tindak pidana yang 



































di akukan oleh Agus Solihin bin Sahin ia belum terikat perkawinan dan berstatus 
masih lajang. 
B. Saran 
Hendaknya aparat penegak hukum lebih mengutamakan hak-hak korban 
tinda pidana pencabulan dengan memberikan hukuman yang seberat beratnya 
mengingat akibat tersebut sangat besar bagi korban dan umumnya masyarakat. 
Bagi orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi anak dalam kelakuanya 
terutama dalam bergaul dan memilih teman, serta mendidik akan perbuatan yang 
boleh dan dilarang dilakukanya oleh anak. 
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